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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 12 TAHUN 1994 SERI B NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAFRAH KABUPATEN DAERAH | .
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 1979  TENTANG
PENYERAGAMAN NOMOR RUMAH-RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN-
BANGUNAN TQOKQO, KANTOR-KANTOR DAN SEBAGAINYA DALAM
» WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALARG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA /
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG- - -
Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Gubermt -
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tangge -
8 Mei 1993, Nomor : 474.3/007515, Perihs:.
Pelaksanaan Pengadaan Plat Nomor Rumah, mmé
perlu mengadakan perubahan biaya pengganr
- jasa atas penomoran dan sebagalnya ;
\—"

b. bahwa sehubungan, dengan hal tersebut d
atas, maka dipandang perlu mengadake:
perubahan Ketiga Perturan Daerah Kabupate:
Daerah Tingkat II Pemalapg Nomor 4- Tahu
1979 tentang Penyeragaman -Nomor - .Rumah-ruma’ -

_ Penduduk, Bangunan-bangunan:- Toko, Kantor -
kantor dan sebagainya dalam Wilaye:
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang denga
Peraturan Daerah Perubahan ;
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ghg_ Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Undang—uﬁ

Pembentukan Daerah —~ daerah Kabupaten dalam

Linglkungan  Propinsi Jawa Tengah  juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Fenetapan miiail berlakunya Undang-
undang Nomor 13 Talwm 19350 ;

. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957

tentang Peraturan Umim PRetribusi  Daerah
( Lembaran Negara Repuiblik ‘Indonesia Tahun
1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 1288 ) ;

. Undang-undang Nomcr 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintansem di Daerah { Lembar-
sn Negara Repupblik Indonegia Tahun 1974

Nomor - 38 Tambahan Lembaran Negara Republik:

Indonesia Nemor 3037 ) ;

. Keputusan Mentsri Dalam ‘Negeri Nomor 84

Tahtn 1993 tentany Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

1968 tentang Penstapan Bentuk dan  Arti
Lambang Daerah Kabupaten Pemalana ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Penyeragaman Nomor Rumah-rumah  Penduduk,
Bangunan-bangunan Toko, Kantor-Rantor dan
sebagainya dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang ( Lembaran Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkat IT Pemalang Nomor 2
Talnn 1979 Seri B Nomor 4 ) vyang telah
diupbah dengan Peraturan Daerah KXabupaten
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Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Te
1985 tentang Perubahan " Pertama Peratu
Deeran Kabupaten Daerah Tingkat II Pemal .
Nomor 4 Tamm 1979 tentang Penyerage
Nomor  Rumah-rumah  Penduduk, Bangu:-
bzngunan Toko, Kantor-kantor dan sebagal
dalam Wilayah Kabupaten Daerah. Tingkat i3
Perzlang ( Lembaran Daerah Kabupaten Dac -3
Tirgkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1986 £ :
E Nomor 2 ) dan Peraturan Dasrah Kabup:
Dacrah Tingkzt II Pemalang Nomor 10 Te ’ 4
1682 tentang Perubahan Kedua  Peratu :
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemal

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyerage :
Nomor  Rumah-rumsh Pen-duduk, Bangur: 4
bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagai
dalam Wilayah Kabupatenh Daerah Tingkat
Pemalang ;

\
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ' i
Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyi: T
Pegawai Negeri Sipil di Lingkun: ‘ i
Pemerintahh Kabupaten Daerah Tingkat 3
Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Dae:
Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1987 &

- D Nomor 6 ) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2
Pemalang Nomor 11 Talam 1990 tentang Mot Ny
Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat
Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daer
Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991 Se
D Nomor 5 ).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat- a
Daerah Tingkat II Pemalang. k
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MEMUTUSKAN

PER?TURAN DAERAIl KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
DAEPAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG PENYERAGAMAN NOMOR
RUMAH-RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN-BANGUNAN TOKO,
KANTOR-KANTOK DAN GSEBAGAINYA DALAM  WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penye—
ragaman Nomor Rumah-rumash Penduduk, Bangunan-
bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya
dalam Wilavah Xabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang vang disahkan dengan Surat Keputusan
Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor: Hk 137/1979 Tahun 1979 Tanggal 9 Oktober
1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1979

Nomor 4 yang telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Daerah Xabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Nomor 3 Tahun 19%2 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
IT1 Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penye-
ragaman Nomor Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-
bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya
dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema-
lang vang disahkan dengan Surat Keputusan Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :
188.3/422/1992 Tahun 1992 Tanggal 19 September
1992 dan diwndangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1992
Nomor 10 diubah lagi sebagai berikut :
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A. Pasal 3 éiubah dan harus dibaca :

Pasal 3

Pembuatan Nomor terdiri dari 3 (tiga) ben
tuk/ type sebagaimana dimaksud Pasal 6 Per-
aturan Naerah ini, harus mencantumkan nomo:

urut,

nomor RT, RW, kode pos dan Lamban’

Daerah serta Motto Pemalang "IKHLAS".

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

(1) Bentuk/ type A dipasang pada rumah-rumal
‘penduduk, bangunan-bangunan toko, Kanr
tor-kantor dan sebaginya yang terleta:
di tepi jalan protokol atau jalan yan.
memenuhi kriteria sebagai berikut :

d.

(2) Bentuk/ type B dipasang pada rumah-rumal

a. Terletak di tepi jalan negara ;
b.
c. Terletak ditepi jalan kabupaten dan

Terletak di tepi jalan propinsi ;

berada di wilayah kota ; ,
Terletak di tepi jalan lingkungar
yang beraspal/ beton dan berada d:
wilayah kota. - "

penduduk, bangunan-bangunan toko, kanto:
kantor dan sebagainya vang terletak d:
tepi jalan raya vang memenuhi kriteria
sebagai berukut : -

.
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Terletak di tepi jalan kabupaten dan
berada di luar wilayah kota.

Terletak di tepi jalan lingkungan
yang beraspal/ beton dan berada di
luar wilayah kota

. Terletak di tepi jalan llngkungan

yang tidak beraspal/ beton dan berada
di wilayah kota.

(3) Bentuk/type C dipasang pada rumah-rumah
penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor
kantor dan sebagainya yang terletak di
desa/kelurahan vang memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a.

C. Pasal

Terletak di tepi jalan lingkungan

yvang tidak beraspal/beton dan berada

di luvar wilavah kota.

. Tidak berada di tepi jaldh atau tidak

memangku jalan, vang berada di dalam
maupun di luar wilayah kota.

8 ayat. (1) huruf a diubah dan harus

dibaca
a. Para penghuni atau pemilik rumah-rumah
- penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor-—
. kantor dan sebagainya dlkenakan blaya
p&mgxmlz

Bentuk/type A Rp. 3.000,00 (tlga ribu
rupiah ;
Bentuk/type B Rp. 2.000,00 (dua ribu
rupiah ;
Bentuk/type C Rp. 1.000,00 ( seribu
rupiah.

kY
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. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuanr
Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Daerah in:
diancam pidana kurungan selama-lamanya .
(tiga) bulan atau denda sebanyak—banyaknyc
Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

. BAB VII PENUTUP ditambah satu pasal yaitv

Pasal 13 yang berbunyi :
Pasal 13

Hal-hal vang belum diatur dalam Peratura::
Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenal.
pelaksanaannya.

. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 7 diubah dan harus dibaca :
yvang dimaksud dengan wilayah
kota adalah suatu wilayal
pemusatan sejumlah penduduk
yang membawahi tumbuh dan ber-
kembangnya Kkegiatan sosial
budaya dan ekonomi perkotaan,
baik vyang berada di wilayah
Ibukota Kabupaten, Kota tempat
kedudukan Pembantu Bupati
maupun Ibukota Kecamatan vyano
batas-batasnya ditentukan ber-
dasarkan Peraturan Daerah.
serta Wilayah-wilayah lainny:
yang akan ditentukan oleh
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Bupati Kepala Daerah sesuai
1 x Peraturan Perundang-undangan
’ vang berlaku.

el

Pasal ~ 8 ayat (1) huruf a diubah dan harus

dibaca :
Pengenaan biaya pengganti
tidak berlaku bagl tempat™ g
tempat peribadatan. =
Pasal 13 : .
Cukup jelas.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

e SRR R TLAT TTRSRE L WAy Y

- Agar supaya setlap orang dJdapat menge-
tahuinva memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatarmnya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang -
Pada tanggal 28 Mei 1994‘{}"

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1I TINGKAT 1I PEMALANG
PEMALANG
Ketua
ttd
ttd

Drs. H. LASWADI Drs. H. SOEWARTONO
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o DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daesrah Tingkat I
Jawa Tengah .
Tanggal 2 Agustus 1994 Nomor : 188.3/279/1994

g An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum -
Ymt

ttd

DIAH ANGGRAENI, SH
NIP : 500 056 003
Kepala Bagian Hukum Daerah Bawahan 1

DIUNDANGKAN : T
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ;
DAERAH TINGKAT 11 PEMALANG
Nomor : 12 Tahun 1994 Tanggal 6 Agustus 1994
SERI B NOMOR 3
SEKRWTARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT 11 PEMALANG

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda .
NIP : 500 029 622



